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ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT
KOTA LUBUKLINGGAU YANG UMUMNYA MENGGUNAKAN SISTEM
KEWARISAN ADAT

Mira Sa’diyyah

Dalam kehidupan, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian,
sebab kematian merupakan hal yang pasti dan tidak dapat dihindari oleh siapapun.
Sebagai subjek hukum, meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum
yaitu timbulnya proses pembagian harta warisan. Dengan meninggalnya orang
tersebut maka kekayaan-kekayaannya beralih pada orang lain yang
ditinggalkannya, untuk itu dapat dikatakan bahwa dibutuhkannya suatu peraturan
yang mengatur tentang hubungan hukum dengan kekayaan yang ditinggalkan
orang yang telah meninggal dunia. Dalam Hukum Islam, arti waris berasal dari
bahasa Arab yang berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh
seseorang yang meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, penerapan sistem
kewarisan Islam mulai banyak dikenal oleh masyarakat-masyarakat di daerah-
daerah, hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat muslim di daerah tersebut
mulai tinggi dalam melaksanakan perintah dari Sang Pencipta. Berkembangnya
sistem kewarisan Islam pada masyarakat Kota Lubuklinggau merupakan
kemajuan yang pesat yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, hal ini bukan
berarti bahwa adat yang dianut oleh masyarakat setempat hilang dan tergantikan,
namun kedua hal ini dapat menjadi hal yang berdampingan dalam kehidupan
bermasyarakat.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana
penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang
umumnya menggunakan sistem kewarisan adat. 2) Apa kendala penerapan sistem
kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya
menggunakan sistem kewarisan adat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode wawancara, metode kepustakaan dan metode pengolahan data. Teknik
analisa data yang digunakan adalah anlisis data secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sistem kewarisan Islam
dalam masyarakat Kota Lubuklinggau mulai umum dilakukan, dari yang mulanya
menggunakan kewarisan adat, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor
seperti masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya menerapkan pola kehidupan
sesuai syari’at. Kendala dalam penerapan sistem kewarisan Islam pada
masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan
adat adalah: pengetahuan tentang waris Islam yang masih minim, perbandingan
bagian yang dianggap timpang, perbedaan pendapat antar ahli waris dan corak
adat yang masih kental.

Kata kunci: Penerapan, Sistem Kewarisan Islam, Sistem Kewarisan Adat
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami
kematian, sebab kematian merupakan hal yang pasti dan tidak dapat dihindari
oleh siapapun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ali ‘Imran : 185 yang
artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya
pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan
dari neraka dan dimasukan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung.
Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”.

Sebagai subjek hukum, meninggalnya seseorang menimbulkan akibat
hukum vyaitu timbulnya proses pembagian harta warisan. Dengan
meninggalnya orang tersebut maka kekayaan-kekayaannya beralih pada orang
lain yang ditinggalkannya, untuk itu dapat dikatakan bahwa dibutuhkannya
suatu peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum dengan kekayaan
yang ditinggalkan orang yang telah meninggal dunia. Sementara itu, tidak
semua hubungan hukum dapat dialihkan, ada kalanya berakhir setelah
meninggalnya orang tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya.

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur masalah peralihan
harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak
mendapatkannya (ahli waris).

Sistem pembagian waris di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa

jenis, antara lain yaitu sistem pembagian waris menurut hukum perdata,



2
sistem pembagian waris menurut hukum adat dan sistem pembagian waris
menurut hukum Islam.

Dalam KUH Perdata, hukum waris sendiri diatur di dalam Buku II

KUH Perdata yang mengatur tentang kebendaan. Menurut sejarahnya,
pembentukan KUH Perdata di negeri Belanda memandang bahwa hukum
waris sebagai hak kebendaan atas barang dari orang-orang yang telah
meninggal, namun pandangan ini dianggap kurang tepat karena:

“Hak dari pewaris adalah berupa piutang atau sesuatu yang
seharusnya diterima oleh pewaris pada masa hidupnya, namun piutang
itu belum diterimanya dari debitur karena ia meninggal dunia. Kewajiban
dari pewaris adalah berupa utang yang seharusnya dibayar oleh pewaris
pada masa hidupnya. Di samping itu, hal-hal yang harus dilakukan oleh
ahli waris adalah menanggung biaya penguburan dan hal-hal yang
berkaitan dengan itu”.*

Pasal yang mengatur tentang pembagian harta warisan dalam KUH

Perdata salah satunya adalah Pasal 832 KUH Perdata yang berbunyi:

“Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris
ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan suami atau
istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini.
Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama
di antara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan yang
meninggal menjadi milik Negara yang mana berwajib, akan melunasi
segala utangnya, sejedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.

Sementara itu menurut hukum adat, hukum waris adat itu memuat

garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta
warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan

penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum

waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu

90

! Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal.



generasi kepada keturunannya.

Menurut salah satu ahli hukum adat yaitu TER HAAR menyatakan
bahwa “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara
bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan
yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.?

Dalam Hukum Islam, arti waris berasal dari bahasa Arab yang berarti
peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal
dunia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tamakiran di dalam bukunya:

“Tujuan dari waris Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta

peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil
dan baik. Dalam hal ini, agama Islam mengatur cara-cara pembagian
waris dengan berazaskan kepentingan agama dan masyarakat. Tinjauan
lebih lanjut bahwa unsur-unsur kewarisan dalam Islam itu meliputi untuk
jaminan-jaminan kehidupan rohaniah dan jasmaniah, sebab sebelum
orang yang berkepentingan meninggal dunia dianjurkan mengadakan
wasiat ialah amanat pemberian dari sebagian harta peninggalannya untuk
kepentingan masyarakat, sehingga yang berwasiat itu mendapat pahala
dari Allah SWT .3

Seiring berjalannya waktu, penerapan sistem kewarisan Islam mulai
banyak dikenal oleh masyarakat-masyarakat di daerah-daerah, hal ini
disebabkan karena kesadaran masyarakat muslim di daerah tersebut mulai
tinggi dalam melaksanakan perintah dari Sang Pencipta, sehingga perlahan
para masyarakat mulai mengubah pola kehidupannya menjadi sesuai syariat

Hal itu dapat dilihat dari berkembangnya penggunaan sistem kewarisan Islam

akhir-akhir ini.

2 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 7

% Tamakiran S., Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, CV. Pionir Jaya,
Bandung, 1992, hal. 84
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Apabila dikaitkan dengan sistem kewarisan adat yang biasa digunakan
oleh masyarakat suatu daerah, maka sistem kewarisan hukum Islam akan
memiliki perbedaan dalam penerapannya. Seperti pada awalnya sistem
kewarisan yang dianut oleh masyarakat Kota Lubuklinggau yang selama ini
berdasarkan pengamatan penulis lebih banyak menerapkan sistem kewarisan
adat yang bercorak patrilineal, di mana dalam masyarakat patrilineal di Kota
Lubuklinggau menganut sistem kewarisan yang memposisikan anak laki-laki
sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan, sedangkan anak
perempuan tidak mendapatkan harta warisan.

Hal tersebut sangat berbeda dengan corak sistem kewarisan Islam
yang memposisikan anak laki-laki dengan anak perempuan berhak
mendapatkan harta warisan dengan perhitungan dua berbanding satu, seperti
yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa’ ayat 11 dan 12. Dengan adanya
perubahan perolehan harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan
ini membuktikan bahwa sistem kewarisan adat di Kota Lubuklinggau telah
mendapat resapan dari hukum Islam.

Berkembangnya sistem kewarisan Islam pada masyarakat Kota
Lubuklinggau merupakan kemajuan yang pesat yang dilakukan oleh
masyarakat itu sendiri, hal ini bukan berarti bahwa adat yang dianut oleh
masyarakat setempat hilang dan tergantikan, namun kedua hal ini dapat
menjadi hal yang berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas persoalan

tersebut secara singkat dan sederhana tentang bagaimanakah sistem
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kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya
menggunakan sistem kewarisan adat dan apakah yang menjadi kendala dalam
penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau
yang umumnya menggunakan sistem Kkewarisan adat, dengan judul
PENERAPAN SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM
MASYARAKAT KOTA LUBUKLINGGAU YANG UMUMNYA

MENGGUNAKAN SISTEM KEWARISAN ADAT.

Permasalahan

1. Bagaimanakah sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota
Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat?

2. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan sistem kewarisan Islam
dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan

sistem kewarisan adat?

Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam
pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Penerapan
Sistem Kewarisan Islam dalam Masyarakat Kota Lubuklinggau yang
Umumnya Menggunakan Sistem Kewarisan Adat, dengan mengambil lokasi
penelitian di Pengadilan Agama Lubuklinggau dan Tokoh adat masyarakat
Kota Lubuklinggau serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas

hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.



Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:
1. Sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang
umumnya menggunakan sistem kewarisan adat
2. Kendala dalam penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota
Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan
ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan
pemikiran khususnya bagi bidang Hukum Perdata, yang dipersembahkan

sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual
Dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan
hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan
diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun
demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini
dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum
dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi
operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna
variabel sehingga data yang diambil akan lebih berfokus. Sebagai contoh,
judul skripsi: “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka
dalam definisi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang
dimaksud dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji”.*

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu

dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah

4 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Buku Pedoman Penulisan
Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020, hal. 5



yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. “Penerapan adalah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari
kedalam situasi konkret atau nyata”.’

2. “Sistem adalah suatu keseluruhan terangkai yang mencakup unsur-unsur,
bagian-bagian, konsistensinya, kelengkapan dan konsepsi-konsepsi atau
pengertian dasarnya”.®

3. “Kewarisan adalah serangkai peraturan yang mengatur penerusan dan
pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke
generasi lain, baik mengenai benda materiil maupun immaterial”.”

4. “Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama, yang secara teoritis
berjumlah dua orang dalam ukuran minimalnya”.®

5. “Hukum kewarisan Islam adalah seperangkat ketentuan yang mengatur
cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada
orang yang masih hidup berdasarkan wahyu llahi yang terdapat di dalam
Al-qur’an serta penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW di
Islam terutama di Indonesia”.®

6. “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara

bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan

5 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat
Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, Jakarta, 2008, hal. 1689

¢ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020,
hal. 3

" Abdul Hamid Usman, Pokok-Pokok Hukum Adat, Tunas Gemilang Press, Palembang,
2015, hal. 161-162

8 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal 2

9 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 96



yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.

E. Metode Penelitian
1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini

tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan

menggambarkan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota

Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat dan

kendalanya, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian
dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-
undangan.

b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik
melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen
tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

10 Hilman Hadikusuma, Loc. Cit.



a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data

sekunder yang meliputi:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas
yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan
segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur, laporan
hasil penelitian, jurnal, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam
majalah ilmiah.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa
Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik yang relevan
dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan

observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain yaitu

melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kota

Lubuklinggau dan mewawancarai Tokoh adat di Kota Lubuklinggau.

4. Teknik pengolahan data
Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data
yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara

kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.



F. Sistematika
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Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB |

BAB I

BAB I

BAB IV

Pendahuluan

Pada bab ini disajikan beberapa hal seperti latar belakang,
permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional,
metode penelitian dan sistematika penulisan.

Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang pengertian waris, asas-asas waris,
subjek waris, objek waris, pengaturan tentang waris dan sistem
pembagian waris

Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai penerapan sistem kewarisan
Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya
menggunakan sistem kewarisan adat dan kendala dalam
penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota
Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan
adat.

Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.
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